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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Hukum tidak mengenal istilah efisiensi, tetapi penelitian ini mencoba 

memasukkan unsur efisiensi agar sebuah aturan hukum dapat berjalan dengan 

maksimal. Berdasarkan analisis ekonomi hukum, sebuah aturan dapat 

dinyatakan berhasil apabila didalamnya terdapat efisiensi. Sebuah aturan 

yang efisien berarti dapat menghasilkan keadilan bagi masyarakat luas. Tetapi 

sebuah aturan hukum juga harus relevan dengan fakta di lapangan agar dapat 

menyelesaikan permasalahan yang ada. Berikut kesimpulan yang didapatkan 

oleh peneliti: 

1. Analisis ekonomi hukum terkait penawaran konsep diferensiasi upah 

minimum berdasarkan besaran pendapatan perusahaan pada sektor kafe 

di Surabaya Timur, hasilnya menunjukkan bahwa penawaran tersebut 

tidak hanya menghasilkan sebuah keadilan dan kepastian hukum tetapi 

juga sebuah efisiensi. UU Cipta Kerja dan kebijakan-kebijakan 

pengupahan disahkan untuk memberikan sebuah keadilan dan 

kepastian bagi rakyat Indonesia, tetapi penerapannya dianggap sulit dan 

tidak sesuai fakta di lapangan bagi sektor kafe di Surabaya Timur. Dari 

32 Pelaku usaha kafe di Surabaya Timur yang diwawancarai, hanya 4 

yang menyatakan berada pada posisi netral dan sisanya beranggapan 

bahwa diferensiasi upah minimum berdasarkan besaran pendapatan 
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perusahaan akan lebih mudah untuk dijalankan, karena menghasilkan 

sebuah keadilan, efisiensi serta kepastian hukum. 

2. Konsep diferensiasi upah minimum berdasarkan besaran perusahaan di 

sektor food and beverages khususnya kafe di Surabaya Timur dapat 

diterima dengan baik oleh pelaku usaha karena dianggap sebagai jalan 

tengah untuk menyelesaikan permasalahan upah yang selama ini 

terjadi. Konsep tersebut tetap memberikan keringanan kepada para 

pemilik kafe dengan tidak menetapkan pengaturan upah minimum 

secara menyeluruh karena setiap pemilik kafe memiliki kesiapan yang 

berbeda-beda, serta memberikan perlindungan kepada para 

pekerja/buruh agar tidak menerima upah terlalu rendah dan tetap bisa 

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Tidak adanya penolakan 

pada saat peneliti menawarkan konsep diferensiasi upah minimum 

berdasarkan besaran pendapatan perusahaan, baik dari pihak 

pekerja/buruh maupun pemilik kafe di Surabaya Timur membuktikan 

bahwa konsep diferensiasi upah minimum relevan dengan situasi yang 

dihadapi oleh pelaku usaha.  

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan, penulis akan 

memberikan saran yang diharapkan dapat bemanfaat bagi pemerintah 

maupun peneliti selanjutnya, sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah 
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Pada bab pembahasan sudah dijelaskan bahwa kebijakan-kebijakan 

yang telah dibuat masih sulit dilakukan oleh beberapa kalangan khususnya 

sektor kafe di Surabaya Timur. Hal tersebut diakibatkan karena besaran upah 

minimum terlalu tinggi dan diberlakukan secara menyeluruh, tidak terkecuali 

usaha kafe UMKM. Hal tersebut sangat membuktikan bahwa ternyata 

kebijakan-kebijakan yang telah ada tidak relevan dengan fakta di lapangan. 

Salah satu jalan tengah yang dinilai lebih mudah dilakukan oleh pelaku usaha 

adalah dengan dibentuknya sebuah kebijakan diferensiasi upah minimum 

berdasarkan besaran pendapatan perusahaan. Hal tersebut dianggap lebih 

efisien dan adil, karena besaran upah yang diberikan sesuai dengan 

kemampuan perusahaan serta pekerja/buruh mendapatkan sebuah kepastian 

besaran upah yang diterima. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan bagi para peneliti selanjutnya dapat menjangkau lokasi 

yang lebih luas agar hasil yang didapatkan lebih maksimal. Serta mampu 

menggunakan sumber-sumber buku terbaru yang relevan untuk menunjang 

hasil dari penelitian. Jika penelitian dilakukan pada saat pandemi Covid-19 

maupun tidak, diharapkan peneliti selanjutnya tetap harus mempersiapkan 

kondisi tubuh yang sehat karena pencarian data di lapangan membutuhkan 

tenaga ekstra. 
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